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Abstract: Justice is one of the fundamental issues in human life. This fact
has placed the issue of justice as one of the essential goals fought for in
various dimensions of human life. One form of effort to fight for justice is
establishing the tradition of debt forgiveness in the history of the Jewish
people. Dialectically, the concept of justice in the debt forgiveness tradition
is the most progressive and proportional compared to John Rawls and
Amartya Sen's idea of justice. This concept of justice is referred to as
coherent impartiality. The notion of justice as coherent impartiality has
four principles that become its primary foundation. The four principles are
the principle of local wisdom, the principle of proportional participation,
the principle of procedure, and the teleological principle. These four
principles become the basic principles of justice in the concept of coherent
impartiality that can bridge the gap between the concepts of justice of
closed impartiality and open impartiality based on the context of Jewish
life. Justice as coherent impartiality emphasizes the balance between
universal and contextual values of justice.

Abstrak: Keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam kehi-
dupan umat manusia. Fakta tersebut telah menempatkan persoalan ke-
adilan sebagai salah satu tujuan penting yang diperjuangkan dalam berba-
gai dimensi kehidupan manusia. Salah satu bentuk usaha untuk memper-
juangkan keadilan adalah pembentukan tradisi penghapusan utang dalam
sejarah bangsa Yahudi. Ketika dipercakapkan secara dialektis, konsep ke-
adilan dalam tradisi penghapusan utang merupakan konsep keadilan
yang paling progresif dan proporsional daripada konsep keadilan John
Rawls dan Amartya Sen. Konsep keadilan ini disebut sebagai imparsialitas
koheren. Konsep keadilan sebagai imparsialitas koheren memiliki empat
prinsip yang menjadi fondasi utamanya. Empat prinsip tersebut yakni
prinsip kearifan lokal, prinsip partisipan proporsional, prinsip prosedur,
dan prinsip teleologis. Keempat prinsip itu menjadi prinsip dasar keadilan
dalam konsep imparsialitas koheren yang dapat menjembatani kesen-
jangan antara konsep keadilan imparsialitas tertutup dan imparsialitas ter-
buka berdasarkan konteks kehidupan bangsa Yahudi. Keadilan sebagai
imparsialitas koheren menekankan keseimbangan antara nilai-nilai keadil-
an yang bersifat universal dan kontekstual.
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Pendahuluan

Tradisi penghapusan utang merupakan salah satu tradisi yang penting dalam sejarah kehi-
dupan bangsa Yahudi. Tradisi ini berhubungan erat dengan kumpulan aturan para imam
yang dibuat untuk merekonstruksi konsep keadilan dan kemanusiaan dalam konteks budaya
bangsa Yahudi. Proses tersebut merupakan upaya terstruktur dari para imam dalam mem-
bangun suatu tatanan hukum sosial dan keagamaan yang berhubungan dengan peristiwa
penciptaan alam semesta oleh Allah.!

Tradisi penghapusan utang muncul dalam beberapa tradisi hukum bangsa Yahudi yang
berhubungan secara paralel pada masa sebelum dan sesudah pembuangan. Tradisi pengha-
pusan utang merupakan bentuk integrasi dari dua tradisi penting bangsa Yahudi yakni Sabat
dan tahun Yobel. Sabat merupakan tradisi yang berhubungan dengan motif sosial dan sejarah
penyelamatan.? Sedangkan tahun Yobel merupakan puncak dari sistem terintegrasi yang
dikonstruksi oleh para imam pasca pembuangan untuk menciptakan sistem keadilan sosial
dan ekonomi bagi bangsa Yahudi.? Istilah tahun Yobel sendiri berasal dari akar kata yang
berkaitan dengan peristiwa perayaan hari kesepuluh bulan ketujuh pada hari pemulihan atau
pendamaian (Im. 23:27; 25:9).4 Kata tersebut berarti suatu bentuk pemulihan baik materi mau-
pun pribadi seorang manusia.> Tradisi Sabat dan tradisi tahun Yobel merupakan dua tradisi
keagamaan bangsa Yahudi yang bermotif keadilan sosial dalam upaya untuk mengangkat
persoalan tentang pengampunan, penangguhan, dan pembebasan.® Kedua tradisi tersebut
secara eksplisit muncul dan terintegrasi dalam tradisi penghapusan utang.

Tradisi penghapusan utang merupakan konstruksi dasar dari kehidupan sosial bangsa
Yahudi yang berhubungan dengan upaya menjaga makna keadilan bagi masyarakat yang
paling rentan terhadap persoalan stabilitas sosial dan ekonomi.” Secara eksklusif, terdapat
dimensi keseimbangan sebagai unsur penting dalam konstruksi keadilan yang ditekankan pa-
da tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi.® Para imam berusaha membuat sejumlah besar
aturan dalam bentuk hukum dan tradisi untuk menyelesaikan persoalan sosial dan eko-nomi
yang ditimbulkan karena adanya proses eksploitasi yang berlebihan pada masyarakat.’

Jika tradisi penghapusan utang dipahami sebagai tradisi yang bertujuan untuk mengon-
struksi bentuk keadilan, maka bentuk keadilan seperti apa yang dapat dipahami dari tradisi
tersebut; pertanyaan itu akan lebih menarik jika konsep keadilan dalam tradisi penghapusan
utang dapat dikaji dalam proses berdialektika secara trilateral dengan teori keadilan John
Rawls dan Amartya Sen. Upaya untuk berdialektika secara trilateral tersebut memunculkan
sebuah rumusan masalah sebagai dasar penulisan artikel ini. Rumusan masalahnya adalah,
Bagaimana bentuk keadilan yang dihasilkan dari proses dialektika secara trilateral antara tra-
disi penghapusan utang dengan teori keadilan Rawls dan Sen? Pada akhirnya, saya berpenda-

1 Robert B. Coote, and David R. Ord, In The Beginning: Creation and Priestly History (Minneapolis, MN:
Fortress Press, 1991), 128.

2 Surip Stanislaus, “Merayakan Sabat, Hari Sabat, Tahun Sabat, dan Tahun Yobel: Inspirasi Biblis Peduli
Ekologi,” Logos, Jurnal Filsafat-Teologi, Vol. 16, No. 1, Januari 2019: 81.
https://ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/563.

3 Coote., 117-121.

4 Surip Stanislaus, “Merayakan Sabat, Hari Sabat, Tahun Sabat, dan Tahun Yobel: Inspirasi Biblis Peduli
Ekologi,” 93.

5 Stanislaus.

¢ Stanislaus., 88, 90-94.

7 Robert B. Coote and David R. Ord, In The Beginning: Creation and Priestly History, 128-129.

8 Coote., 117-118.

9 Coote., 127.
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pat bahwa keadilan sebagai imparsialitas koheren yang tercermin dalam nilai-nilai tradisi
penghapusan utang bangsa Yahudi merupakan konsep keadilan yang paling proporsional
karena mampu mengonstruksi secara integratif nilai-nilai keadilan yang bersifat universal
dan kontekstual sekaligus mampu menjembatani kesenjangan antara teori keadilan Rawls dan
Sen.

Konversasi Teori Keadilan John Rawls dan Amartya Sen

Teori keadilan Rawls dan Sen merupakan dua konsep keadilan yang pada dasarnya bersifat
divergen. Dua perspektif tersebut mencakup makna keadilan dalam dua konstruksi sosial
masyarakat yang berbeda yakni masyarakat Barat modern dan masyarakat India.'* Meskipun
demikian, model keadilan yang ditawarkan oleh Rawls maupun Sen memiliki tujuan yang
sama yakni menghasilkan model keadilan yang paling representatif dalam dinamika hubung-
an sosial masyarakat.

Rawls berpendapat bahwa setiap struktur dasar masyarakat pasti mempunyai pengaruh
yang sangat kuat terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi dalam proses interaksi
antara manusia. Hal ini memberikan pedoman terhadap ide Rawls yang menekankan adanya
prinsip-prinsip keadilan pada struktur dasar masyarakat sebagai objek dari suatu perjanjian
awal.” Secara konseptual, ide paling mendasar dalam konstruksi teori keadilan Rawls adalah
struktur dasar masyarakat. Untuk dapat memahami secara konstruktif konsep struktur dasar
masyarakat, perlu adanya upaya sistematis untuk memahami beberapa prinsip dasar pada
struktur tersebut. Salah satu prinsip yang sangat penting dalam struktur dasar masyarakat
adalah konsep fairness.'>? Konsep fairness merupakan prinsip dasar yang dirumuskan berdasar-
kan gagasan reasonableness. Reasonableness merupakan kemampuan tentang bagaimana mena-
warkan gagasan yang dapat diterima secara umum oleh berbagai pihak.’® Penerimaan ter-
hadap perihal tersebut dianggap sebagai hal yang paling fair. Hal itu menyebabkan konsep
tentang justice as fairness (keadilan sebagai kewajaran) dipandang sebagai konsep ideal karena
didukung oleh tiga hal mendasar yakni kewarasan (reasonable), kebebasan (free), dan keseta-
raan (equal).'* Menurut Rawls semua itu merupakan hak dasar atau hak alamiah yang tidak
dapat diganggu gugat.’

Untuk memahami konstruksi struktur dasar masyarakat dalam hubungannya dengan
konsep keadilan, maka perlu untuk memahami persoalan tentang kontrak sosial masyarakat
dengan prinsip-prinsip kebebasan dan rasionalitas. Suatu kontrak sosial masyarakat (institu-
sional) akan menjadi dasar keadilan jika mengandung beberapa prinsip dasar. Pertama,
prinsip tentang pilihan bersama yang rasional. Hal ini berhubungan dengan proses konsensus
sosial yang dibangun dalam suatu kontrak sosial masyarakat. Kedua, adanya suatu kewajiban
bersama berdasarkan suatu komitmen perjanjian terhadap prinsip-prinsip keadilan bersama.
Ketiga, bentuk kontrak sosial yang dimaksud merupakan suatu model perjanjian sukarela
antar-individu dalam masyarakat yang bertujuan mendapatkan berbagai keuntungan secara
timbal balik, termaksud bagi mereka yang dirasa kurang beruntung dalam berbagai dimensi

10 Sebastiano Maffettone, “Sen’s Idea of Justice versus Rawls” Theory of Justice,” Indian Journal of Human
Development, Vol. 5, No. 1, 2011:120, 130. https://journals.sagepub.com.

11 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 10.

12 Sunaryo, "John Rawls’s Concept of Fairness, Criticism and Relevance," Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1,
2022:2. https://doi.org/10.31078/jk1911.

13 Sunaryo.

4 Sunaryo.

15 Rawls, A Theory of Justice, 24-25.
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interaksi sosial masyarakat.!® Pada perspektif inilah, Rawls berusaha membangun suatu mo-
del keadilan secara konstruktif.

Di lain sisi, muncul pula ide tentang konsep keadilan dari Sen sebagai bentuk kritik ter-
hadap teori keadilan Rawls. Menurut Sen, titik awal dalam pembicaraan soal keadilan adalah
menjawab pertanyaan tentang bagaimana keadilan dapat ditegakkan; menurutnya pertanya-
an ini lebih penting dibandingkan pertanyaan tentang lembaga apa yang akan menjadi lem-
baga yang bersifat adil?'” Dari dasar inilah, Sen memunculkan ide tentang keadilan yang dise-
butnya sebagai pendekatan komparasi atau dikenal sebagai realization-focused comparison.'s

Pendekatan ini cenderung berfokus kepada tindakan aktual dari manusia dalam proses
interaksi sosialnya. Tujuannya adalah konsep keadilan tidak hanya berpusat kepada hal yang
bersifat normatif-idealistik, tetapi juga pada perilaku aktual manusia dalam masyarakat.!” Ide
tentang konsep keadilan ini merupakan cara melihat secara kritis terhadap konsep keadilan
Rawls yang terbatas pada pendekatan institusionalisme atau institusionalisme transenden-
tal.?0 Perbedaan pendekatan komparasi dan institusionalisme dapat dibandingkan dengan
perbedaan konsep niti (berhubungan dengan kecocokan organisasi) dan nyaya (berhubungan
dengan implikasi, proses, dan bagaimana kehidupan berlangsung atau berhubungan dengan
kehidupan manusia secara luas) dalam budaya India.?’ Menurut Sen, ide tentang keadilan
seharusnya merupakan ide untuk mengurangi ketidakadilan itu sendiri dibandingkan seka-
dar upaya untuk melahirkan satu institusi dengan aturan yang dipandang adil.?> Hal ini
disebabkan karena tidak mungkin untuk menghasilkan sebuah konsensus bersama yang
sungguh-sungguh bersifat terbuka dan rasional. Jika demikian maka konsep keadilan akan
menjadi konsep fisibilitas.?

Konstruksi konsep keadilan di atas menegaskan bahwa konsep keadilan Sen merupakan
konsep keadilan yang bersifat imparsialitas terbuka? sebagai hal yang berbeda dari konsep
imparsialitas tertutup Rawls.?> Konsep imparsialitas terbuka merupakan konsep keadilan
yang tidak dibatasi hanya pada mereka yang terikat dan berada dalam satu konsensus ber-
sama atau kontrak sosial saja, tetapi dapat juga menjangkau berbagai perspektif kemanusiaan
yang lebih luas dengan melibatkan banyak orang di luar konsensus tersebut (konsep keadilan
global).?

Jika diperhatikan dengan seksama, maka seluruh konsep tentang keadilan dari Sen me-
miliki paling sedikit dua perbedaan mendasar dengan konsep keadilan Rawls. Pertama,
Rawls membangun konsep keadilannya berdasarkan konsep kontrak sosial (arrangement-
focused atau institutionalism), sedangkan Sen membangun konsep keadilannya dengan pende-
katan komparatif (realization-focused comparison). Kedua, sebagai konsekuensi dari hal per-

16 John Rawls, Basic Liberties and their Priority; in Sterling M. McMurrin (Cambridge, MA: Cambridge
University Press, 1987), 67.

17 Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press
Cambridge, 2009), 9.

18 Sen., 7.

19 Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls," Respon: Jurnal Etika Sosial, Vol. 23, No. 01,
2018:13. https://doi.org/10.25170/respons.v23i01.464.unaryo.

2 Sunaryo., 17.

2l Amartya Sen, The Idea of Justice, xv.

22 Sen., 5-6.

2 Sen., 9.

2% Sunaryo, "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls," 23.

% Sunaryo., 22.

26 Sunaryo.
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tama, maka konsep keadilan Rawls berkonsentrasi pada pembentukan institusi sebagai dasar
keadilan sedangkan konsep keadilan Sen lebih berfokus kepada kehidupan masyarakat secara
aktual.?”

Konsep keadilan yang dikonstruksi oleh Rawls dan Sen pada dasarnya memiliki kelebih-
an dan kekurangan masing-masing. Secara konseptual, Rawls cenderung menekankan sisi
eksklusivitas dari suatu bentuk keadilan yang berpusat kepada persoalan institusional.?® Hal
ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk mereduksi nilai-nilai keadilan yang univer-
sal. Sedangkan teori Sen cenderung sebaliknya dengan menekankan konsep keadilan secara
global (realization-focused comparison) tanpa menaruh perhatian khusus kepada batasan-
batasan eksplisit dari suatu model keadilan (eksklusivitas).”? Hal ini cenderung mereduksi
nilai-nilai khusus (kontekstual) yang telah ada dan bertumbuh dalam berbagai konteks
realitas sosial masyarakat.

Konteks Historis Tradisi Penghapusan Utang
Tradisi penghapusan utang merupakan salah satu tradisi paling penting dalam sejarah bangsa
Israel. Tradisi ini berhubungan dengan upaya penegakkan keadilan yang berpusat di Bait
Allah.3® Robert B. Coote mendeskripsikan tujuan tradisi penghapusan utang sebagai bagian
dari usaha melakukan reformasi kerajaan.’! Salah satu tujuan penting dari pemerintahan
dinasti Daud pada masa kekuasaan Yosia adalah mengupayakan normalisasi hubungan baik
antara penduduk di wilayah utara dan selatan setelah masa perpecahan kerajaan Israel Ber-
satu pada tahun 930 SZB.* Salah satu upaya besar yang dicetuskan Yosia adalah melakukan
reformasi pemerintahan dan reformasi kehidupan sosial masyarakat.®* Alasan penting dibalik
upaya reformasi tersebut adalah mendorong terciptanya situasi berkeadilan bagi masyarakat
kelas bawah yang seringkali harus menanggung beban utang yang sangat berat akibat adanya
ketimpangan pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat.* Hal ini membuat Yosia dan pe-
merintahannya mencanangkan upaya reformasi besar-besaran untuk memperbaiki pelang-
garan ekonomi parah yang dapat mengancam keberlangsungan eksistensi negara dan masya-
rakat.®

Buruh tani yang hidup dalam lingkaran kemiskinan ekstrim seringkali berutang untuk
bertahan hidup dan membayar pajak kepada penguasa. Mereka harus berutang untuk mem-
beli benih dan peralatan pertanian agar dapat bertahan pada wilayah yang sering dilanda oleh
kekeringan ekstrim. Persoalan alat pertanian, ongkos pertanian, pajak, sewa tanah, denda
pinjaman, dan lainnya, seringkali membuat rakyat terlilit utang yang sangat besar kepada
kaum pemilik modal. Hal ini menyebabkan para petani harus menggadaikan tanah dan harta
milik mereka, diri mereka sendiri sebagai budak, bahkan menggadaikan anak perempuan

¥ Sunaryo., 17-18.

28 Sunaryo., 14.

2 Sebastiano Maffettone, “Sen’s Idea of Justice versus Rawls’ Theory of Justice,” 138.

% Robert B. Coote and David R. Ord, In The Beginning: Creation and Priestly History, 118.

31 Robert B. Coote, Sejarah Deuteronomistik: Kedaulatan Dinasti Daud Atas Wilayah Kesukuan Israel (Jakarta:
BPK Gunung Mulia, 2014), 65.

32 Coote., 7. SZB adalah singkatan dari “Sebelum Zaman Bersama” atau Before the Common Era.

3 Coote., 4.

3 Coote., 65.

% Coote.
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mereka sebagai pelacur.’® Hal inilah yang disebut sebagai sejarah ketimpangan sosial dan eko-
nomi karena berbagai bentuk tekanan dari sistem yang menindas dan eksploitatif.%

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terus-menerus dialami oleh masyarakat desa,
menjadi kesempatan besar bagi Yosia untuk menarik simpati masyarakat melalui upaya
reformasi total pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya reformasi Yosia melalui
proses reformasi utang dan hak atas kepemilikan menjadi persoalan penting yang terus di-
kembangkan secara luas oleh para imam sampai pada periode pasca pembuangan. Seperti
halnya Yosia, para imam pasca pembuangan melihat persoalan utang piutang sebagai per-
soalan krusial dalam dimensi sosial dan politik bangsa Yahudi pasca pembuangan. Bangsa
Israel yang hidup pada masa penjajahan bangsa Babilonia dan Persia cenderung menda-
patkan berbagai bentuk eksploitasi baik secara fisik maupun ekonomi. Bentuk-bentuk eks-
ploitasi tersebut mengakibatkan keuntungan di kalangan bangsa asing dan kerugian besar
dikalangan bangsa Yahudi yang mengakibatkan kesengsaraan secara berkepanjangan dan hi-
langnya berbagai jaminan hidup masyarakat.* Karena itu, Coote menyebut bahwa ketentuan
tentang utang piutang dan hak kepemilikan merupakan tradisi yang bertujuan untuk meng-
urangi kesengsaraan rakyat akibat hilangnya jaminan hidup masyarakat.* Para buruh tani
yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan karena kemiskinan yang akut harus ber-
utang kepada para penguasa dan kaum elit untuk bertahan hidup. Akibatnya, mereka sangat
rentan terhadap berbagai persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi.*

Seperti halnya Yosia, para imam pasca pembuangan juga memiliki misi sosial yang sama
untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang teralienasi. Para
imam memperkenalkan tradisi penghapusan utang sebagai keberlanjutan dari upaya refor-
masi Yosia untuk menyatakan konsep keadilan atas tatanan dunia dan ciptaan sebagai hak
milik Allah.#' Hal ini berhubungan dengan misi para imam untuk mengkonstruksikan gagas-
an tentang Allah sebagai pemilik akhir dari tanah dan budak-budak. Atas dasar ini, Allah me-
nyampaikan perintah agar manusia dapat melindungi stabilitas sosial dan ekonomi berda-
sarkan stabilitas hak milik keluarga.?? Perintah tersebut bertujuan agar memberikan perlin-
dungan yang layak atas hak kepemilikan tanah dan rumah milik masyarakat desa yang telah
diambil secara paksa melalui sistem eksploitasi dan ketidakadilan sosial-ekonomi pada masa
itu.®

Tradisi Penghapusan Utang dan Teori Keadilan Rawls

Tradisi penghapusan utang merupakan salah satu tradisi bangsa Yahudi yang berperan pen-
ting dalam upaya menegakkan keadilan sosial bagi masyarakat Yahudi.* Hal ini menempat-
kan posisi tradisi penghapusan utang sebagai salah satu tradisi penting dalam sejarah
kehidupan sosial dan keagamaan bangsa Yahudi dari masa ke masa. Sebagai salah satu tradisi
yang berperan dalam urusan sosial dan keagamaan, tradisi penghapusan utang mampu me-

% Robert B. Coote, In the Beginning: Creation and the Priestly History, 124.

% Norman K. Gottwald, The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction (Philadelphia, PA: Fortress Press,
1987), 341.

3 Robert B. Coote, In the Beginning: Creation and the Priestly History, 132.

% Coote., 124.

4 Coote.

4 Coote., 120.

2 Coote., 128-129.

# Coote.

4“4 Coote., 117-121.
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ngonstruksikan sejumlah prinsip dasar keadilan yang bersifat strategis bagi terwujudnya pro-
ses interaksi sosial masyarakat yang berkeadilan.*

Sebagai salah satu tradisi yang berperan dalam urusan keadilan sosial masyarakat, tradisi
penghapusan utang memiliki makna keadilan yang khas jika diperhadapkan dengan sejum-
lah kajian teoretis tentang keadilan. Salah satu hal menarik dalam upaya mengkaji tradisi
penghapusan utang adalah menjelaskan konstruksi keadilan dalam tradisi tersebut dari
perspektif teori keadilan Rawls. Proses dialektika antara tradisi penghapusan utang dan teori
keadilan Rawls akan memberikan ragam makna keadilan yang bersifat progresif dalam upaya
untuk memahami dimensi keadilan secara konseptual.

Secara konseptual, jika teori keadilan Rawls diperhadapkan dengan konteks tradisi peng-
hapusan utang maka terlihat sejumlah aspek penting yang saling bersinggungan sekaligus
incompatible antara keduanya. Konsep Rawls tentang kontrak sosial sebagai syarat utama atau
prinsip dasar dalam pembentukan keadilan institusional akan nampak jelas dalam situasi
sosial dan keagamaan masyarakat Yahudi serta pembentukan tradisi-tradisinya. Secara
umum, banyak tradisi bangsa Yahudi seperti tradisi penghapusan utang merupakan produk
dari dimensi eksklusivisme dalam sejarah para imam.* Eksklusivitas tersebut bertujuan un-
tuk menghasilkan suatu proses perlindungan atas kesejahteraan dan hak kepemilikan berda-
sarkan prinsip kebebasan dan keadilan bagi warga masyarakat. Nilai-nilai eksklusivitas ini
berhubungan dengan kepentingan bangsa Yahudi untuk menjaga eksistensi mereka secara
sosial dan politik.#”

Meskipun memiliki dimensi eksklusivitas yang kental dalam bentuk tradisi sosial dan
keagamaan, namun konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang tidak sepenuhnya ber-
padanan secara ideal dengan teori keadilan Rawls. Ketidaksepadanan makna keadilan ter-
sebut nampak dalam penempatan individu-individu sebagai syarat utama dalam konstruksi
prinsip dasar keadilan. Individu sebagai aktor utama dalam konstruksi keadilan Rawls harus
berada dalam posisi asali, di mana seseorang memiliki nilai kebebasan, kesetaraan, dan
kewarasan yang sama dengan posisi individu-individu lainnya.*® Nilai dan posisi inilah yang
pada akhirnya akan membentuk konsensus bersama yang dikenal sebagai kontrak sosial
masyarakat sebagai dasar pembentukan prinsip keadilan institusional Rawls.* Prinsip ini
berbeda dari konsep keadilan dalam konteks tradisi penghapusan utang. Pada konteks tradisi
penghapusan utang, posisi kesetaraan antara individu tidak menjadi syarat mutlak dalam
pembentukan nilai-nilai eksklusivitas bangsa Yahudi. Pada sejumlah besar tradisi bangsa
Yahudi termasuk tradisi tentang penghapusan utang, keputusan tentang pembentukan dan
realisasi tradisi lebih berpusat kepada eksistensi penguasa dan para imam dibandingkan ek-
sistensi individu dalam masyarakat.*® Hal ini menyebabkan peranan individu dalam pelak-
sanaan berbagai tradisi tidak sepenuhnya bersifat strategis dan krusial. Akibatnya, nilai-nilai
keadilan dalam konstruksi tradisi penghapusan utang lebih bersifat sentralistik daripada
bersifat asali.!

Hal lain yang menyebabkan ketidaksepadanan makna keadilan antara tradisi pengha-
pusan utang dengan teori keadilan Rawls adalah persoalan menyangkut nilai-nilai eksklusivi-

% Coote.

4 Coote., 124.
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4 Sunaryo, "John Rawls’s Concept of Fairness, Criticism and Relevance," 4.
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tas dan nilai-nilai universalitas. Meski merupakan konsep keadilan yang sama-sama mengan-
dung nilai ekslusivitas tertentu, namun tradisi penghapusan utang merupakan tradisi yang
sangat unik karena merupakan gambaran dari bentuk integrasi tradisi yang bersifat eksklusif
dengan sejumlah penerapan nilai-nilai universal secara proporsional. Hal ini membuat tradisi
penghapusan utang memiliki konsep keadilan yang berbeda dari nilai-nilai institusional da-
lam teori keadilan Rawls. Meski terlihat sebagai suatu tradisi yang bersifat eksklusif di ka-
langan bangsa Yahudi, tradisi penghapusan utang juga merupakan tradisi yang memperha-
tikan keterlibatan orang asing di luar komunitas Yahudi secara proporsional.> Keterlibatan
orang asing dalam tradisi bangsa Yahudi berhubungan erat dengan upaya merealisasikan
konsep keadilan secara terbatas berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang penting dalam
konteks masyarakat Yahudi.®® Hal ini nampak jelas dalam sejarah keterlibatan bangsa-bangsa
asing seperti Babilonia dan Persia dalam proses tradisi penghapusan utang.>

Keterlibatan orang asing dalam pelaksanaan tradisi secara proporsional menegaskan
bahwa konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang berbeda dari konsep keadilan da-
lam teori Rawls. Konsep keadilan dalam teori Rawls tidak cukup mampu menjelaskan secara
proporsional dan komprehensif menyangkut model serta makna keadilan dalam konteks tra-
disi masyarakat Yahudi. Konsep keadilan Rawls memiliki sejumlah keterbatasan jika diper-
hadapkan dengan konteks yang bersifat global. Konsep keadilan Rawls cenderung bersifat
netral kultur.® Hal ini tercermin dari konsep fairness yang diusulkan oleh Rawls.> Konsep ini
terasa sebagai sebuah konsep keadilan yang utopis dan tidak realistis. Sebaliknya, konsep dan
makna keadilan dalam tradisi penghapusan utang dapat melampaui konsep dan makna teori
keadilan Rawls yang tidak saja bertumpu pada nilai-nilai eksklusivisme institusional tetapi
juga dapat menjangkau sisi universalitasnya. Konsep keadilan dalam tradisi penghapusan
utang menggambarkan suatu tindakan alamiah yang mencakup dimensi global tanpa me-
niadakan kekhasan dari berbagai konteks. Konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang
berupaya menggambarkan suatu konteks keadilan yang dapat berbicara soal keadilannya
sendiri secara natural. Secara konseptual, hal ini menegaskan bahwa konsep keadilan Rawls
akan nampak sebagai suatu konsep asing yang bersifat non-adaptif terhadap konteks tradisi
penghapusan utang dalam kerangka dinamika hubungan sosial dan kultural bangsa Yahudi.

Tradisi Penghapusan Utang dan Teori Keadilan Sen
Salah satu isu penting dalam proses pembentukan tradisi penghapusan utang adalah perso-
alan keadilan. Keadilan menjadi pokok perhatian khusus bagi kalangan masyarakat Yahudi
di tengah kerentanan dan kesenjangan persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Diferensiasi
sosial dan kesenjangan antara struktur dasar dalam masyarakat Yahudi serta persoalan kolo-
nialisme telah menciptakan kompleksitas ketimpangan antara kalangan orang kaya dan orang
miskin yang semakin tajam.%”

Tradisi penghapusan utang merupakan cara bangsa Yahudi untuk menghadirkan konsep
keseimbangan sosial yang dapat mereduksi kesenjangan antara individu dalam masyarakat
berdasarkan prinsip bahwa Allah adalah pemilik akhir dari segala sesuatu, termasuk tanah
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dan budak-budak.’® Prinsip dasar ini telah mendorong adanya kesadaran komunitas tentang
pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan stabilitas sosial serta ekonomi
berdasarkan stabilitas hak milik keluarga.>® Pandangan ini telah menyebabkan tradisi peng-
hapusan utang hadir sebagai suatu solusi keadilan berdasarkan prinsip ketertiban dan keter-
aturan ciptaan.® Seperti halnya dunia telah diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang teratur,
tertib, dan seimbang, maka konstruksi dasar ciptaan berdasarkan firman Allah adalah men-
ciptakan kondisi-kondisi berkeadilan.®! Perihal ini telah mendorong konsep keadilan sebagai
isu fundamental dalam relasi sosial manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah.

Isu fundamental tentang keadilan dalam narasi tradisi penghapusan utang menjadi
konsep yang menarik jika dipahami dari sudut pandang teori keadilan Sen. Berdasarkan teori
keadilan Sen, ide dasar keadilan adalah ide yang bertumpu pada pendekatan komparasi
(realization-focused comparison).? Pendekatan ini berfokus kepada tindakan aktual manusia
pada proses interaksi sosialnya.®® Berbeda dari Rawls, ide keadilan Sen merupakan suatu
konsep keadilan yang memperhatikan secara seksama sisi yang paling sedikit mendapatkan
keadilan (less unjust).®* Hal ini menegaskan bahwa konsep keadilan Sen merupakan konsep
keadilan yang bersifat imparsialitas terbuka.®® Ide ini menempatkan konsep keadilan sebagai
konsep yang tidak dibatasi hanya pada mereka yang terikat dan berada dalam satu konsensus
bersama, tetapi dapat menjangkau berbagai perspektif kemanusiaan yang lebih luas dengan
melibatkan banyak orang di luar konsensus tersebut sehingga menghasilkan sesuatu pende-
katan yang lebih menyeluruh atau bersifat global.®

Ide tentang pendekatan komparasi yang cenderung melihat konstruksi keadilan sebagai
bagian dari dimensi keadilan global, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap dimensi
diferensiasi sosial yang khas dari masyarakat atau komunitas tertentu. Konsep ini tentu saja
tidak cukup proporsional untuk melihat kekhasan dari tradisi penghapusan utang sebagai
tradisi yang dapat memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Konsep imparsialitas terbuka yang
menghendaki cakupan perspektif keadilan yang luas (perspektif global)®” membuat lokus ke-
adilan yang khas dan kontekstual seperti pada tradisi penghapusan utang menjadi tidak
relevan.

Meskipun dalam perspektif keadilan Sen, tradisi penghapusan utang akan nampak se-
bagai tradisi yang tidak dapat memenuhi standar proporsional keadilan, namun sebenarnya
konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang terlihat lebih realistis dan adaptif terhadap
komunitas masyarakat yang beragam dan multikultural. Konsep keadilan dalam tradisi
penghapusan utang mengandung nilai-nilai keadilan yang bersifat khas melebihi gagasan
komparasi Sen yang cenderung berperspektif global.®® Kelebihan dan kekhasan dari tradisi
penghapusan utang yang berakar pada nilai-nilai sosial dan kultural komunitas lokal menjadi
salah satu unsur penting dalam mendeskripsikan konsep keadilan yang proporsional. Gagas-
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an Sen yang bertumpu pada konsep keadilan inklusif berbasis kepentingan global tanpa sara-
na implementasi sumber daya yang jelas menjadikan konsep keadilannya terlihat sebagai se-
suatu yang tidak realistis dan bersifat ambiguitas.® Padahal konsep keadilan yang ideal seha-
rusnya tetap bertumpu pada konteks-konteks yang bersifat khas dan eksklusif dengan meng-
hadirkan sarana implementasi sumber daya yang konkret. Hal inilah yang menjadikan konsep
keadilan dalam tradisi penghapusan utang menjadi konstruksi keadilan yang lebih progresif
dan adaptif jika dibandingkan dengan konsep keadilan Sen. Konsep keadilan dalam tradisi
penghapusan utang lebih memperhatikan adanya keseimbangan antara konteks lokal yang
bersifat khas (nilai-nilai kekhasan bangsa Yahudi) dan konteks global yang bersifat universal
(cakupan implementasi tradisi bagi masyarakat non Yahudi). Lebih jauh, konstruksi keadilan
pada tradisi penghapusan utang juga menawarkan bentuk dari sarana implementasi sumber
daya keadilan berupa tradisi dan hukum dari para imam sebagai sarana penegak keadilan
yang tidak ditawarkan oleh konsep keadilan Sen.”” Semua hal ini membuktikan bahwa konsep
keadilan berdasarkan tradisi penghapusan utang memiliki nilai progresivitas, adaptivitas,
dan proporsional melebihi konsep keadilan dalam teori keadilan Sen.

Tradisi Penghapusan Utang dan

Keadilan sebagai Imparsialitas Koheren

Tradisi penghapusan utang memiliki sejarah panjang dalam dinamika kehidupan sosial dan
keagamaan bangsa Yahudi. Sejarah tersebut berkaitan erat dengan upaya untuk menghadir-
kan suatu instrumen hukum yang mendatangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan bagi
masyarakat, terutama masyarakat yang paling rentan dengan persoalan ketimpangan sosial
dan ekonomi. Tradisi penghapusan utang menghadirkan pengharapan bagi masyarakat yang
hidup dalam jurang-jurang kemiskinan dan kemelaratan karena proses diferensiasi sosial
yang tajam antara berbagai struktur sosial dalam masyarakat.”

Tradisi penghapusan utang merupakan bentuk konkret dari upaya untuk melahirkan
situasi keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai universal serta diimplementasikan secara
kontekstual. Konsep tentang keadilan yang bersifat universal sekaligus kontekstual yang di-
bentuk oleh bangsa Yahudi dalam tradisi penghapusan utang sebenarnya merupakan konsep
keadilan yang sangat proporsional. Disebut demikian sebab secara konseptual model keadilan
yang ditawarkan dapat diklasifikasikan ke dalam model yang bersifat integratif. Model ke-
adilan ini saya sebut sebagai imparsialitas koheren. Istilah imparsialitas koheren menunjuk
kepada hubungan dan keterkaitan secara proporsional antara konsep keadilan imparsialitas
tertutup dan imparsialitas terbuka yang membentuk suatu kesatuan makna yang integratif.
Konsep imparsialitas koheren lebih menekankan upaya menjembatani secara konstruktif
antara nilai-nilai universal dan kontekstual.

Imparsialitas koheren merupakan model keadilan yang menekankan empat prinsip
mendasar yakni prinsip kearifan lokal, prinsip partisipan proporsional, prinsip prosedur yang
menjadi sumber daya untuk mengkonversi kapabilitas keadilan melalui jalur hukum dan
aturan, dan prinsip teleologis. Empat prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam konsep
keadilan sebagai imparsialitas koheren yang dikonstruksikan berdasarkan konteks tradisi
penghapusan utang bangsa Yahudi. Hal ini menjelaskan bahwa model keadilan sebagai
imparsialitas koheren merupakan bentuk dialektika proporsional antara nilai-nilai keadilan
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imparsialitas tertutup yang ditawarkan oleh Rawls” dan imparsialitas terbuka yang ditawar-
kan oleh Sen.”? Model imparsialitas koheren menawarkan titik keseimbangan antara gagasan
yang bersifat universal (keadilan global) dan gagasan kontekstual yang bersifat eksklusif
(kearifan lokal).

Model keadilan sebagai imparsialitas koheren merupakan konsep keadilan yang lahir
dari pengalaman dan tradisi bangsa Yahudi yang dikenal sebagai tradisi penghapusan utang.
Konsep keadilan ini merepresentasikan jalan tengah yang lebih proporsional antara konsep
keadilan Rawls dan Sen. Konsep keadilan ini menjadi konsep yang lebih adaptif terhadap
nilai-nilai keadilan global yang bersifat universal sekaligus bertumpu pada nilai-nilai eksklu-
sivitas dari lingkungan sosial dan kultural masyarakat.

Belajar dari pengalaman bangsa Yahudi selama berabad-abad, nilai keadilan merupakan
nilai yang tidak dilahirkan dari ruang-ruang abstrak manusia. Nilai keadilan harus bertumpu
pada pengalaman yang eksklusif serta dibesarkan oleh tradisi dan proses interaksi sosial
manusia yang luas serta berkelanjutan. Makna keadilan harus dilihat sebagai bentuk konkret
dari serangkaian pengalaman historis manusia dalam periode waktu yang panjang. Hal ini
memungkinkan konsep keadilan akan menjadi konsep yang hidup dan bertumbuh berda-
sarkan pada nilai-nilai universal maupun kontekstual.

Pengalaman bangsa Yahudi terhadap persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial-
ekonomi selama berabad-abad memungkinkan mereka memahami keadilan sebagai sesuatu
yang khusus dan bermakna. Kekhususan tersebut kemudian melahirkan sejumlah tradisi
termasuk tradisi penghapusan utang.” Belajar dari tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi,
terdapat empat prinsip utama dalam menghayati nilai-nilai keadilan. Pertama, nilai-nilai ke-
adilan dalam tradisi penghapusan utang merupakan bentuk pengejawantahan dari identitas
kebangsaan yang sangat bernilai bagi bangsa Yahudi.” Tradisi dan hukum yang bertumpu
pada prinsip internal dengan upaya menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat Yahudi
secara eksklusif adalah faktor fundamental dari kearifan lokal. Hal ini disebut sebagai prinsip
kearifan lokal. Prinsip kearifan lokal merupakan prinsip yang memandang pentingnya nilai-
nilai internal masyarakat yang diikat dalam suatu kontrak sosial bersama sebagai standar
fundamental dari nilai-nilai kebajikan lokal. Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa setiap
komunitas masyarakat merupakan komunitas yang unik. Keunikan itu adalah kebajikan kon-
teks yang tidak bisa ditiadakan. Untuk itu perlu adanya suatu respons berupa penghargaan
terhadap nilai-nilai kearifan konteks yang menghargai kemajemukan dan multikulturalisme.
Konsep dalam prinsip ini memandang keadilan sebagai buah dari kearifan lokal. Konse-
kuensinya adalah konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat pemben-
tuknya. Keadilan harus dipahami sebagai anak kandung yang dilahirkan dari rahim komu-
nitas masyarakat yang terikat dalam kontrak sosial bersama. Pada konteks masyarakat
Yahudi, para imam mengejawantahkan hal ini dalam konstruksi tradisi penghapusan utang
yang dibentuk berdasarkan kekhasan ikatan sosial dan konteks bangsa Yahudi.

Kedua, nilai-nilai keadilan dalam tradisi penghapusan utang mensyaratkan adanya ke-
terlibatan aktif dari pihak eksternal secara proporsional. Hal ini terlihat secara jelas dalam
ketentuan tradisi yang tertulis dalam Ulangan 15:3 dan keterlibatan pihak asing seperti bangsa
Babilonia dan Persia dalam proses implementasi tradisi.” Proses yang mensyaratkan adanya
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keterlibatan pihak eksternal dalam proses pembentukan tradisi satu komunitas, mampu men-
jelaskan tentang pentingnya unsur eksternal dalam mendukung perwujudan nilai-nilai ke-
adilan secara internal. Konsep ini yang dikenal sebagai prinsip partisipan proporsional.
Prinsip ini merupakan bagian dari dimensi keadilan secara global. Meskipun demikian, kon-
sep universal yang menekankan bersifat inklusivitas keadilan dalam tradisi ini memiliki di-
mensi proporsional. Artinya, konsep keadilan dengan nilai-nilai inklusif harus tetap meng-
hargai nilai-nilai keadilan lokal sebagai titik pijakan utamanya. Konsep keadilan yang bersifat
global harus menjadi pelengkap secara proporsional terhadap nilai-nilai kebajikan lokal. Hal
inilah yang disebut sebagai prinsip partisipan proporsional.

Ketiga, nilai-nilai keadilan dalam tradisi penghapusan utang menawarkan cara atau
sarana implementasi sebagai syarat pelaksanaan ide keadilan. Cara atau sarana implementasi
tersebut adalah hukum dan tradisi yang dibentuk dalam komunitas Yahudi. Langkah ini
menjadi penting, sebab kelemahan utama dalam teori keadilan Rawls maupun Sen adalah
ketiadaan sarana implementasi dari ide keadilan sebagai sumber daya penting yang meno-
pang terwujudnya ide tentang keadilan pada suatu komunitas.”” Saya menyebut tahap imple-
mentasi ini sebagai prinsip prosedur. Belajar dari tradisi penghapusan utang, tahap imple-
mentasi prosedur menjadi tahapan penting untuk membuktikan eksistensi dari suatu ide
keadilan. Konsep keadilan hanya akan menjadi konsep yang hidup dan bertumbuh jika dapat
diimplementasi secara konkret dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tepat pada
suatu konteks masyarakat. Masyarakat Yahudi mengimplementasi konsep keadilan yang
dipahaminya dengan cara membentuk hukum dan tradisi.”® Hal ini membuktikan bahwa
persoalan keadilan tidak boleh berhenti pada perdebatan antara eksklusivitas dan inklu-
sivitas, tetapi seharusnya berlanjut pada tahap implementasi konkret dari ide keadilan ter-
sebut yakni melalui sarana keadilan yang representatif.

Keempat, konstruksi yang menjelaskan nilai-nilai keadilan dalam tradisi penghapusan
utang bangsa Yahudi sebagai nilai yang menawarkan tujuan akhir berupa pencapaian
stabilitas ekonomi dan sosial berdasarkan stabilitas hak milik keluarga.” Saya menyebut
tahap ini sebagai prinsip teleologis. Penghargaan terhadap relasi perjanjian kekal antara
manusia dan Allah dalam konteks bangsa Yahudi, diwujudkan dalam upaya memulihkan
kembali kehidupan yang berdasarkan pada pengakuan bahwa Allah adalah pemilik dari
semua ciptaan.®® Allah adalah pemilik akhir dari tanah dan budak-budak.8! Karena itu, Allah
memerintahkan untuk melindungi stabilitas ekonomi dan sosial berdasarkan stabilitas hak
milik keluarga.®> Hal ini menunjukan bahwa Allah sebagai pemilik dari segala sesuatu
menekankan pentingnya dunia yang tertib di mana keadilan dapat berlaku.®® Pengakuan
terhadap eksistensi dan kepemilikan Allah merupakan hasil akhir dari konsep keadilan yang
diperjuangkan dalam konteks tradisi penghapusan utang. Hal inilah yang dikenal sebagai
prinsip teleologis dalam konsep imparsialitas koheren menurut tradisi penghapusan utang.

Gabungan dari keempat prinsip atau prinsip dasar di atas menghasilkan konsep keadilan
jalan tengah yang disebut sebagai imparsialitas koheren. Konsep keadilan sebagai imparsial-
itas koheren merupakan konsep keadilan yang lebih konstruktif dan proporsional sebab
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7 Coote., 128-129.

80 Lihat Imamat 25:23, 55.

81 Robert B. Coote, In the Beginning: Creation and the Priestly History, 128.

8 Coote., 128-129.

83 Coote., 118.
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berada pada posisi keseimbangan antara dua konsep dasar keadilan yang berbeda yakni
konsep keadilan imparsialitas tertutup dan konsep keadilan imparsialitas terbuka. Nilai-nilai
dasar dari konsep keadilan sebagai imparsialitas koheren tercermin secara konseptual dalam
tradisi penghapusan utang yang merupakan salah satu tradisi penting di kalangan komunitas
Yahudi. Hal ini menempatkan tradisi penghapusan utang sebagai salah satu tradisi komunitas
Yahudi yang berperan penting dalam menarasikan konsep keadilan yang koheren dan pro-
porsional secara integratif antara konteks global dan lokal. Konsep tersebut tidak saja pada
tatanan ide keadilan tetapi lebih jauh pada sarana dan hasil implementasi.

Implementasi dalam Konteks Indonesia

Konsep keadilan sebagai imparsialitas koheren memiliki dimensi yang luas dalam berbagai
konteks masyarakat. Meskipun konstruksi konseptual dari keadilan sebagai imparsialitas ko-
heren berasal dari konteks dan tradisi bangsa Yahudi, namun prinsip-prinsip dasar yang ter-
kandung di dalamnya (kearifan lokal, partisipan proporsional, prinsip prosedur, dan prinsip
teleologis) dapat juga dipahami dalam berbagai konteks masyarakat modern dan beragam
seperti Indonesia.

Pada konteks Indonesia, keempat prinsip dasar dari model keadilan sebagai imparsialitas
koheren dapat dipahami dalam bingkai diskursus empat pilar kebangsaan sebagai dasar uta-
ma dari kehidupan berbangsa dan bernegara.? Pada prinsipnya, nilai-nilai dasar yang terkan-
dung dalam Pancasila dan UUD 1945 telah mencerminkan keempat prinsip dasar dari model
keadilan sebagai imparsialitas koheren secara konstruktif. Hal ini menyebabkan konsep ke-
adilan sebagai imparsialitas koheren akan menjadi dasar penting yang mengelaborasi nilai-
nilai sosial dan religius dalam proses dialektika yang konstruktif dan kontekstual dalam ber-
bagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini.

Secara konseptual prinsip kearifan lokal adalah prinsip penting yang terkandung dalam
penerapan nilai-nilai Pancasila. Salah satu prinsip dasar keadilan yang mengandung nilai-
nilai dasar kearifan lokal adalah sila kelima Pancasila. Pada sila kelima, nilai-nilai keadilan
sosial berhubungan erat secara dialektis dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contohnya
adalah kegiatan gotong-royong atau dugdug rempug dalam konteks masyarakat Baduy.®> Da-
lam kegiatan-kegiatan itu, nilai-nilai keadilan sosial dengan prinsip kearifan lokal terelaborasi
secara konstruktif sebagai nilai yang terintegrasi dalam Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-
nilai keadilan yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat.

Prinsip kedua adalah partisipan proporsional. Salah satu nilai penting dalam Pancasila
dan UUD 1945 adalah nilai universum. Nilai itu berhubungan erat dengan isi konstitusi
Indonesia yang menjelaskan tentang penciptaan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai
bagian integral dari cita-cita kebangsaan. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 menjelaskan
bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, pen-
jajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan...”® Frasa kalimat itu menunjukan secara jelas adanya dimensi inklusivitas yang
proporsional dari isi konstitusi bangsa Indonesia. Jadi pada dasarnya keadilan dengan prinsip

8 Caroline P. Laura dan Abdul Rahman, “Empat Pilar Kebangsaan Indonesia,” Jurnal PINISI, Vol. 3, No. 2,
2023: 194. https://ojs.unm.ac.id

% Dinda Salima, Dinie Dewi, dan Yayang Furnamasari, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Kearifan
Lokal Masyarakat Baduy,” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 3, 2021:7161. https://jptam.org

8 Abd Mu’id Aris Shofa, “Pancasila sebagai Nilai-Nilai Demokratis dalam Kehidupan Bangsa dan Negara,”
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, diakses 30 april, 2024, https://fis.um.ac.id
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partisipan proporsional telah dielaborasi secara terstruktur dalam isi konstitusi Indonesia
yang dinamis dan kontekstual.

Prinsip ketiga adalah prinsip prosedur. Hal itu berhubungan dengan persoalan tentang
cara atau sarana implementasi keadilan. Cara atau sarana itu adalah hukum atau tradisi yang
dibentuk dalam satu komunitas sosial. Pada konteks Indonesia, implementasi prinsip ini da-
pat ditemukan secara konstruktif dalam pembentukan hukum nasional dan tradisi lokal yang
beragam sebagai sarana atau alat implementasi dari konsep keadilan masyarakat. Sebagai
contoh adalah pembentukan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi nasional dan pembentukan
aturan-aturan adat lokal untuk menjamin keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat.®”
Seluruh perangkat aturan itu merupakan bentuk nyata dari cara atau sarana implementasi
keadilan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Prinsip terakhir adalah prinsip teleologis. Prinsip ini merupakan prinsip yang berhu-
bungan erat dengan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh keadilan sebagai imparsialitas
koheren. Tujuan itu merupakan upaya pencapaian stabilitas masyarakat luas seperti dalam
bidang ekonomi dan sosial. Pada konteks Indonesia, ide tentang pencapaian stabilitas masya-
rakat secara eksplisit dinyatakan dalam isi konstitusi negara. Hal itu terlihat jelas pada kon-
struksi pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang mengatur pencapai tujuan akhir bernegara yakni ter-
ciptanya stabilitas ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat luas.® Pencapaian stabilitas eko-
nomi, budaya, dan sosial menjadi gambaran kunci dari prinsip dasar keadilan sebagai impar-
sialitas koheren dalam konteks Indonesia.

Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa konsep keadilan sebagai imparsialitas
koheren dapat dipahami dan diimplementasikan dalam konteks Indonesia serta banyak kon-
teks masa kini lainnya. Meski konsep keadilan sebagai imparsialitas koheren dikonstruksi ber-
dasarkan konteks tradisi bangsa Yahudi, namun secara konseptual empat prinsip dasarnya
dapat dipahami dan diterapkan pada konteks masyarakat modern dan multikultural. Empat
prinsip dasar yang ditawarkan oleh konsep keadilan sebagai imparsialitas koheren, cende-
rung lebih adaptif dan proporsional dengan konteks keberagaman masyarakat modern.

Kesimpulan
Penghapusan utang merupakan tradisi bangsa Yahudi yang dibuat untuk menciptakan
konstruksi keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang khas. Tradisi tersebut lahir
sebagai jawaban atas berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, persoalan
utang, hak kepemilikan lahan, perbudakan, dan pelacuran. Tradisi penghapusan utang dapat
mengonstruksi jaminan keadilan bagi masyarakat Yahudi dalam berbagai dimensi kehidupan
sosialnya. Persoalan keadilan yang diperjuangkan oleh tradisi penghapusan utang menjadi
konsep yang tidak simetris jika diperbandingkan secara dialektis dengan teori keadilan Rawls
dan Sen. Konstruksi keadilan dalam tradisi penghapusan utang dapat menjadi konsep yang
lebih proporsional untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar keadilan dibandingkan konsep
keadilan Rawls dan Sen. Konsep keadilan yang dikonstruksikan berdasarkan nilai-nilai dasar
dalam tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi disebut sebagai imparsialitas koheren.
Keadilan sebagai Imparsialitas koheren mengandung empat prinsip utama yakni prinsip
kearifan lokal, prinsip partisipan proporsional, prinsip prosedur, dan prinsip teleologis. Ke-
empat prinsip tersebut menjadi prinsip dasar yang dapat menjembatani kesenjangan antara

87 Bkn. Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil,” Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1,
2010: 49-65. https://jurnalkonstitusi.mkri.id

8 Bkn. Oly Viana Agustine, “Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015,”
Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, 2014:759-781. https://jurnalkonstitusi.mkri.id
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konsep keadilan imparsialitas tertutup dan imparsialitas terbuka. Keempat prinsip dalam
konsep keadilan sebagai imparsialitas koheren menekankan keseimbangan antara nilai-nilai
keadilan universal dan kontekstual. Meski dikonstruksi berdasarkan latar tradisi bangsa
Yahudi, prinsip-prinsip dasar dalam konsep keadilan sebagai imparsialitas koheren juga
dapat dipahami dan diimplementasikan dalam berbagai konteks masyarakat modern dan
beragam seperti Indonesia.
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